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PENDAHULUAN What You Pay

INDONESIA

Penelitian Bank Dunia (2014) m_enun)ukan antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat
kemiskinan turun separuh dari 24% menjadi 12% > Tetapi, 65 juta penduduk masih
hidup di antara garis kemiskinan nasional ($1,25 per hari) dengan garis kemiskinan
global ($2 per hari)

Pada tahun 2001, alokasi anggaran untuk program penanggulan an kemiskinan
sebesar Rp25 triliun sedangkan jumlah penurunan penduduk miskin sebanyak 800
ribu jiwa - Sedangkan, pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk program
penanggulangan kemiskinan mencapai Rp136,5 triliun sedangkan penurunan jumlah
penduduk miskin hanya mencapai 40 ribu jiwa.

Setelah era desentralisasi, alokasi dana transfer ke daerah meningkat sebesar 20,6%
dibandingkan sebelum penerapan desentralisasi tahun 2000, alokasi dana transfer ke
daerah baru sekitar 12,9%.

Kemiskinan terjadi justru di daerah — daerah kaya SDA seperti Bojonegoro, Aceh Utara,
Sumbawa Barat dll; padahal DBH SDA besar dan ruang fiskal untuk program
penanggulangan kemiskinan tersedia.
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ANGGARAN BESAR vs EFEKTIVITAS
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=& Anggaran Penanggulangan Kemiskinan (triliun rupiah) /
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109.2

-4.2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: PWYP (diolah dari Data Kemiskinan BPS dan Kemenkeu, 2001 — 2013)
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KEMISKINAN DI BEBERAPA DAERAH KAYA SDA INDONESIA

Keterangan: = _ j’-- .
P Angka kemiskinan diatas angka kemiskinan nasional
T Angka kemiskinan dibawah angka kemiskinan nasional
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TUJUAN PENELITIAN What You Pay

INDONESIA

= Menganalisis efektifitas DBH — SDA terhadap penanggulangan

kemiskinan di lima kabupaten yang memiliki potensi SDA yang
besar.

" Mempelajari kebijakan pengelolaan DBH — SDA dan program
penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten yang kaya SDA.

* Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal terutama DBH - SDA
terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
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METODE PENELITIAN What You Pay
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= Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengambilan
data primer dilakukan melalui FGD dan Indepth Interview yang
melibatkan:

pengambil kebijakan terkait sektor SDA

perencanaan dan penganggaran daerah

sektor pelayanan publik dasar

Sektor pembangunan social

Masyarakat penerima program kemiskinan (sekitar tambang)

. Data sekunder berupa data DBH SDA, Kemiskinan, alokasi belanja
perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari tahun
2009 — 2013
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HASIL & ANALISA What You Pa

INDONESIA
Perkembangan Angka Kemliskinan di Lima Kabupaten, 2009-2013
30.00
25.00
20,00
15.00
10.00
QDO
Seeh Litara Indragiri Hulu Bojanagans Sumbawa Barat Kutai kartanegara
W2009 M2I010 WZ2011 © 2012 M2013

Sumber: PWYP Indonesia, 2015 (diclah dari BPS)
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DBH SDA dan KEMISKINAN Publish (&)
What You Pay

Kontribusi DBH SDA terhadap Penerimaan Daerah dan Angka Kemiskinan INDONESIA
di Lima Kabupaten (2013)

30.00

76,20 A0.00

40,00

o0.00

501041

40.00
33.07
29.76

27.53 0,00

17.84 20.00

10,00

0.00
Aceh Utara Indragiri hulu bojonegoro sumbawa barat Kutal kartanegara

Sumber: PWYP Indonesia, 2015 (diolah dari BPS dan Kementerian Keuangan)
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ALOKASI BELANJA INI?O NOES?X

Alokasl Belanja Daerah berdasarkan Fungsl dl Lima Kabupaten, 2013

Alokasi Belanja menurut Fungsi
Belanja untuk Perlindungan Sosial (%)
Kabupaten
Belanja untuk Modal Belanja untuk
Belanja Fisik (%)
Manusia (%) Perlindungan Sosial (%)
Aceh Utara 4719 2375 0.97
Indragiri Hulu 36.40 34.65 1.4
Bojonegoro 49584 2483 1.26
Sumbawa Barat 2959 50.28 Q.79
Kutai Kartanegara 26.29 43.16 229

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari DJPK Kementerian Keuangan)




EFEKTIVITAS ANGGARAN & PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan dan Komponen Blaya Penanggulangan Kemiskinan
per Penduduk Miskin

Penambahan/ HDEED:EH
Penambahan / ¥y
Jumlah (Pengurang- Penanggulangan
{PExREiaran ) e Kemlskinan/
Tahun Total Anggaran (Rp) Penduduk
Anggaran Penduduk
Miskin Miskin Pendudulk
(Rp) Miskin
(Rp)
Aceh Utara 71409615252 50.552.666.502 122 200 (200} 584 366
Indragiri Hulu 154.334 975 887 134.951.306.304 27200 (200) 5.674.080
Bojonegoro 121.008.899.101 19.201.856.744 203900 2.000 593.471
Sumbawa Barat 255157 214620 191.533.135.438 21.700 300 11.758.39
Kutai
na na 46 800 (300 na
Kartanegara

Sumber: PWYFP Indonesia, 2015 (diolah dari laporan riset daerah)
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MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH What You Pay

INDONESIA
MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH
Infra-
struktur Peru-
Pendl- ; Infra- yang Faktor Pengaruh bahan
KABUPATEN dikan ity struktur | Buruk Kekurangan | Disablll- | Budaya Perubahan | Struktur
yang :ZIEHE yang Topogra- | Modal Usaha tas Masyara- Ekonomil Pereko-
Rendah 4 Buruk | fl Daerah kat Makro nomian
yang Daerah
Sulit
Kutai
L) v L v L) v
Kartanegara
Indragiri Hulu v v ) v v
Sumbawa Barat v L v v v
Aceh
v v v v v
Utara
Bojonegoro W v v v

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)




KABUPATEN

PENYEBAB PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KURANG OPTIMAL

Sasaran dan

Masalah Databa- | Program yang | Tuuan Program | Soslalisas) Kapasitas
se Kemiskinan | Tumpang Tindih | yang Kurang rogramyang | Anggaran yang
Jelas Kurang Kurang

Kutai Kartanegara ¥ v L)
Indragiri Hulu W v v W

Sumbawa Barat v v W L)

Aceh Utara v v v v v
Bojonegoro v v v

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)
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KENDALA OPTIMALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN What You Pay

INDONESIA




Publish (&)

AKSES MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMISKINAN ~ What You Pay

INDONESIA
Masalah Utama dan Hambatan Akses Masyarakat Miskin
terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Lima Kabupaten
Penetapan Masyara- Program yang Het!adaksﬁﬁualan Diskriminasi (so- Kurangmya Sosi-
Kabupaten kat Miskin Penerima | Tidak 5esuai de- FE'lrr;:grr:m fjr;fgr:-n sial, kultural dan alisasi terhadap
Program ngan Kebutuhan Implementasi lainnya) Program
Kutai Kartanegara W W
Indragiri Hulu WV W v W v
Sumbawa Barat ¥ W v v
Aceh Utara v W v W v
Bojonegoro W W v W v

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dar FGD di Lima Kabupaten)




BAGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KENDALA ALOKASI DBH SDA

ALASAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KURANG OPTIMALNYA PENGELOLAAN DBEH 5DA TER-
HADAP PROGRAM PENANGGULANGAM KEMISKIMAN ¥ DAERAH

DEH SDA tidak Perbedaan Anta-
KABUPATEN
Langsung bisa Proses Politik T::Lﬂlk M:::: e ra perencanaan
dialokasikan Anggaran antara Prlnriatl;s PEI:;H- Keterbatasan dan Reallsasl
untuk Program Eksekutlf dan unan di dalam Ruang Fiskal DBH S5DA me-
Fenanggulangan Leglslatif ng RPJMD nimbulkan
Kemiskinan ketldakpastian
Kutai Karanegara W v W
Indragiri Hulu W W W
Sumbawa Barat v v v
Aceh Utara v v v v
Bojonegoro v v
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KESIMPULAN What You Pay

Ketergantungan daerah pada DBH SDA memberikan resiko
kegagalan fiskal yang cukup besar, karena faktor volatiltas dari
industri ekstraktif ini, baik volatil dari sisi realisasi produksi, maupun
harga komoditas berbasis SDA di pasaran internasional = Ada
sedikit saja gejolak seperti lifting migas turun, harga minyak bumi
turun atau krisis makro ekonomi, maka efeknya sangat besar bagi
kebijakan fiskal di daerah kaya SDA seperti di lima kabupaten

tersebut.
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Rekomendasi untuk pemerintah pusaat: A

Kementerian keuangan harus memperbaiki mekanisme pengelolaan DBH
SDA;

Harus ada transparansi dari formulasi perhitungan DBH SDA dengan melibatkan
pemerintah daerah dan hasilnya bisa mudah di akses oleh pemerintah daerah dan

publik.

Formulasi harus di skenariokan secara terinci dengan proyeksi yang valid. Tidak
hanya satu skenario tapi juga beberapa alternatif skenario untuk mengantisipasi
gap antara perhitungan paqu indikatif dengan realisasi sehingga pemerintah daerah
bisa cepat dan mudah menyesuaikannya dalam kebijakan perencanaan dan
anggaran daerah.

Kementerian keuangan membuat terobosan regulasi yang mengatur pengalokasian
DBH SDA bisa sampai pada level desa dan kebijakan afirmatif untuk program
penanggulangan kemiskinan di daerah.
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Rekomendasi untuk pemerintah pusat (lIl) What You Pay

Pemerintah didorong untuk membuat Instruksi Presiden (Inpres) terkait Data Terpadu
Kemiskinan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan ini bisa
menjaditpayung hukum untuk memperkuat integrasi data kemiskinan dan
percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah agar meninjau kembali fungsi dan peranan TNP2K dalam aspek
Eenanggulangan kemiskinan, karena masih belum optimal memperbaiki sinergi dan

oordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tim koordinasi dibutuhkan tapi
harus diperkuat kewenangannya bukan sekedar mengkoordinasikan program tapi
juga bisa mengintervensi program—program penanggulangan kemiskinan yang ada
ditingkat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah.

Pemerintah perlu mendesain DAK untuk penanggulangan kemiskinan yang sifatnya
bottom up sesuai kebutuhan daerah dan karakteristik kemiskinan di daerah. Ini
bermanfaat untuk mengatasi soal tumpang tindih program antara pusat dan daerah,
dan mengatasi masalah gap antara program yang direncanakan dengan kebutuhan dari
masyarakat miskin.
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Rekomendasi untuk pemerintah daerah: e nesrt

Pemerintah daerah didorong untuk membuat regulasi g)eraturan daerah) terkait Pengelolaan
DBH SDA dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa.

Pemerintah daerah harus memiliki data terpadu kemiskinan sampai pada level desa. Ini
penting untuk melakukan sinergi program penanggqulangan kemiskinan di daerah.

Melibatkan Masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan, tidak hanya sebagai objek dalam program.

Memperkuat peranan TKPKD bukan sekedar tim koordinasi tapi juga bisa melakukan
intervensi terhadap program—program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap SKPD
serta memperluas cakupan tim sampai pada level pemerintah desa.

Pemerintah daerah harus membuat road map terkait optimalisasi DBH SDA terhadap
Bembangunan daerah. Ini menjadi panduan bagi pe;n?ambil kebijakan untuk memanfaatkan

BH SDA untuk pembangunan dan menjadi solusi alternatif untuk menghindari
ketergantungan daerah terhadap DBH SDA. Dimana Roadmap tersebut akan menjadi acuan
dalam penyusunan RPJMD.
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TERIMA KASIH

Sekretariat PWYP Indonesia
Jalan Tebet Timur Dalam VIIIK No.12
TEBET - JAKSEL
021-29069727
meliana@pwyp-Indonesia.org

sekretariat@pwyp-Indonesia.org

www.pwyp-Indonesia.org
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